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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

: a.

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat {4}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri
Hilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021.

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
680 1);



10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5587} sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

Undang-Undang Nomor ? Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahum 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor
3340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575};

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemernntah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3155);

a

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban PPelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragirit Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragin
Hilir Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragirt Hilir
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hihlr
Tahun 2022 Nomor 4}.
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; PERATURAN BUPATI
PERTANGGUNGJAWABAN

TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan
a. pendapatan ashi daerah
b. pendapatan transfer

Rp. 1.974.837.316.310,57
Rp. 226,.6001.412.440,57
Rp. 1.659.989.777.970,00

c. lain-lain pendapatan yang sah__— Rp. 88.246.125.900,00

2. Belanja
a. belanja operasi

1) belanja pegawai Rp. 764.273.215.126,00
2) belanja barang dan jasa Rp. 597.142.175.024,40
3) belanja subsidi
4) belanja hibah

Rp. —_-:2.000.000.000,00
Rp. 42.848.164.879,10

5) belanja bantuan sosial Rp. 2.723.423.368,00
jumlah belanja operasi

b. belanja modal
1) belanja medal tanah

Rp. 1.408.986.978.397,50

Rp. 3.000.000,00
2) belanja modal peralatan

dan mesin
3) belanja modal gedung

dan bangunan
4) belanja modal jalan,

jaringan dan irigasi

Rp. 58.949.799.755,70

Rp. 66.495.788.423,86

Rp. 31.767.648.371,65
2) belanja modal aset tetap

lainnya Rp. 3.660.908.012,00
6) belanja modal aset lainnya Kp. 0,00
jumlah belanja modal

c. belanja tidak terduga

d. belanja transfer

jumlah belanja

Rp. 182.879.144.563,21

Rp. 485.920.558,00

Rp. 283.738.550.710,00

Rp. 1.876.090.594.228,71

surplus Rp. 98.746.722.081,86

a. penerimaan pembiayaan Rp. 116.209.613.684,33
b. pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan netto Rp. 116.209.613.684,33

SiLPA

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupatt ini.

Rp. 214.956.335.766,19

anggaran sebagaimana dimaksud



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana duirnaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran IT Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten [ndragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Agustus 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

tid

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 29
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